
1. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daeran Kabupate-. Oalaln Linglrungan Propinsi Jawa 
Baral (Berita Negara Tahun 1950); 

Menqingat 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dlmaksod paea 

huruf a, maka Pembentukan Unit Pelaksana Tel<nis Oioas 
Perbenihan lkan pada Oinas Petemakan, Perikanan dan 
Kelautan terseb~. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupeti. 

- 

a. bahwa dengan telah diletapkar.nya Peraturan Oaerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perang1<a1 
Oaerah Kabupaten Bekasi, yang diantaranya mengatur 
keleml>agaan Oinas Petemakan. Perikanan clan Kelautar. rnaka 
lebih lanjut dalam melaksanakan teknis operasional sebag:an 
tugas dinas dir.iaksud perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Pert,enlhan lkan pada Oinas Petemakan, Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Bekasi; 

,,,1en1mbang 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNJS OINAS 

PEABENIHAN IKAN PAOA DINAS PETEANAKAN, PEAIKANAN DAN KELAUTAN 
KABUPATEN BEKASI 

OENGAN RAHM AT TU HAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

NOMOR 16 Tahun 2015 

PERATURAN BUPAT! BEKA:: 



Penetaan Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaton Bo~ 
(Lembaran Daerah K<lbupaten Bekasi T21'··., 2008 Nomor S}; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tamm 2014 

tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor s;. 

2. lkidang-Urmng Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penkanan 

seoagaunana telah diubah dangan Undang-undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomo, ::tl 
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara f.epubWk 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 4433, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4433); 

3. Undang·Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubr.k Indonesia 

Nomor 5587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pombagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
ProvfnsJ dan Pemorintahan oaerah KabupatenlKo'..o 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Norr.or 4737}; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Org.,nisasl 
Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741 ); 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perlkanan KP Nomor 02 
Tahun 2007 lentang Cara Budidaya lkan yang baik: 

8. Peraturan Menten Oalam Negeri Nomor 57 Tahl!ll 2007 tenumg 
• - 



oatam lingkungan yang telkontrol; 
9. Unit Pe!aksana Teknis Dinas adatan Unit PelakSana Teknis Dinas Perbenihan 

lkan pada Dinas Petemakan. Perillanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi; 

, Kepata :JPTD Perbenihan tkan adalah Kepala UPTD Perbenihan Jkan pada Dinas 
Petemakan, Pe,ikanan clan Kelautan Kabupaten Bekasl; 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawal Negeri Sipll yang dibari 
h.rgas. wewenang dan ha.'< secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kagiatan sesuai dengan keahlian dan kelerampilannya daJam 
upaya mendukung kelanca!an tugas pokok organisasi. 

12. Keg1atan !eknis operasonal adatan tugas untuk melal<sanakan kegia!an teknis 
yang secara langsung berhubungan d9ngan pelayanar. masyarakat. 

Dalam Peraturan ini yang dlmaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekasi; 
3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 

, Dinas adalah Dinas Pstemakan, Perikanan dan Ketautan Kabupaten Bekasl: 
t: Kepala Dlnas adalah Kepala Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten 13ekasi; 
, Penkanan aclalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelOlaan dan 

pemanlaatan sumber daya lkan can lingkungannya ,. '.ai dari praprodu"-.<i, 
pengolahan sampal dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sislem 

bisnis penkanan: 
7. lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh a tau sebaglan dari siklus 

hidupnya berada di dalam lingkungan peralran, 
8. Perbenihan adalah bagian dari pembudidayaan ikan yang kegiatannya mehputi : 

memalihara membesall<an, dan latau membiakan ikan serta memanen hasitnya • • 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

PERBENIHAN IKAN PADA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN 

DAN KElAUTAN KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 



UPTD Perbenihan lkan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengembang'.<an 

sebagian kegialan teknis operasional dan/atau tel<nis penunjang di t>idanlj 
pengembangan benih ikan berstandar bsrdasarxa» kAbijakan Bupati Bel<asi yang 
menjadi kewenangao Dinas Peternakan, Penkanan can Kelautan Kabupatcn Bekasi. 

Bag,an Kedua 

Tugas Pokok 
Pasal 4 

- 

'1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan lkan pada Olnas Peternakan, Perikanan 

dan Kelautan y.;:ng selanjutnya datarn Peraturan ini disebut UPTD ?erbenihan 

lkan merupakan unit petaksana teknis Oinas Perbenihan lkan yang melal<sanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang 

Pengembangan Benih lkan Berstandar. 

121 UPTD Perbenihanlkan dipimpin oleh seorang kepala UPTD Perbenihan lkan yang 

berkedudukan di bawah dan bertang9ung jawab kepada Kepala o,nas me!alui 

Sekretaris Dinas. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 3 - 

!Jengan Peraturan Bupa1i ini dibentuk Un~ Pe-1aksana Teknis Oinas Perbenihan lkan 
pada Dinas P~ternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

1:, Keg,at.ar, ta- penunjang adalah tugas uotuk melaksanaxan l<.egiatan urk'Uk 

tne-ndwruog pelal<Sanaan tugas organisasi induknya. 



(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perbenihan lkan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupa'<an bagian yang tidak tetpisahkan dari Peratur&n Bupati 
ini. 

( ) Org~nlsasi UPTD terdiri dart : 

a. Kepala UPTO; 

b. Kepala Sub Bag•an Tata Usaha; 

c. PelakSana Teknis 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasa17 • 

.xgamsasi UPTO Perbenihan lkan terdlri dari unsur-unsur : 

a Pompinan adalah Kepala UPTO Perbenihanlkan; 

b Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Pelaksana Teknis 

d Kelompok Jabatan Fungsional. 

BABIV 

ORGANfSASI 

Bagian Kesatu 

Unsur·unsur Organisasi 
Pasal6 

Bag,an Ketiga 

Fungsi 
Pasars 

Untuk menyelenggarakan l\Jgas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTO 

Perbenihan lkan mempunyai lungsi : 

,. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan benih 

berstandar sesuai dengan lingkup tugasnya; 

,:- Pentelenggaraan sebagian kegiatan teknis operctsional dan/atau teknis penunjang 

01nas albldang pengembangan benih berstandar sesuai dengan lir,olwp !UO~~~: 
c Pembmaan dan petaksanaan tugas sesuai dengan !ingkup tugasnya: 

o. Pelal<sanaan tugas lain yang diberikan olen Kepala Oinas sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

- 



a. mengkoordinasikan penyusunan program ketja dan rencana kegialan UPTD 

Perbenihan lkan; 

b. memberi petunjuk pslaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. membagi tugas kepada bawahan; 

d. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan ; 

e. memeril<sa dan menyempumakan hasll kerja bawahan: 

t. mengkoordinasikan penyusunan usulan anggaran UPTD; 

g. membuat pedoman dan petunjuk teknis clan administrasi sesuai dengan 

rencana kegiatan UPTD Perbenihan lkan: 

h. mataksanakan pembinaan operasional dibidang pengembangan benih 
borstandar sesuai dengan rancana kegiatan; 

i. Mefaksanakan perbenihan ikan melalui penerapan Cara Petbenihan lkan yang 

Baik (CPIB): 

J. melal<sanakan inovasi, penyebar luasan informasi tel<no!ogi perbenihan ikan, 

k. rnelaxsanakan peningka:an _,oduksi, disttibusi, pengujian dan pengawasan 

muto benih dan eaten induk unggul: 

I. meiaksanal<an pengujian sarana dan prasarana perbenihan: 

m. membantu pelaksanaan pengawaSdll penggunaan dan peredaran obat ikan, 
bahan kimia, ba'nan bi<'.Jiogis dan pakan ikan; 

o. membanru pelaksanaan pelestarian sumber daya ikan, pencegahan wabah 
oan penyebaran wilayah wabah ponyakil ikan; 

p. me!akukan pembmaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTO; 

q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan FUJlGSional; 

t: Mangusul!<an sarana can prasarana kerja sesoai dengan kebutuhan: 

(2) Uraian Tugas Kepala ll?TD Peitienihan lkan : 

11) Kepala UPTD Perbeniha~ lkan mempunyai tugas pokok memimpin 
penyelenggaraan tugas dan tungsl UPTD sebagaimana tercantom dalam Pasal 4 

dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini. 

Pasal8 

Paragraf t 

Kepala UPTD 

Bagian Kefiga 

Uraian Tugas Unsur Organlsa.si 



(3) Tata Usaha daram menyolenggarakan tugas pok,ok dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyal uralan tugas sebagai berikut: 

a. menyusun usulan reocana anggaran UPTD; 

b. mempetajari dan meneiaah peraturan perundang·undangan di bidang 
tugasnya; 

c. mempelaJari pedoman dan pet1J11juk teknis sena administrasi di bidang 

perencanaan, keuangan, kepegawaian. urusan t.rnum;dan sarana. 

d. melaksanakan konsultasi sasuai lingkup tugas,,ya; 

e. mengetola surat-surat dan konsap naskah dinas di lingkungan UPTD; 

f. mer.yusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegav,aian; 

g. menyusun bahan laporan pstaxsanaan program dan kegiaian UPTD: 

f2) Dalam meraksanaxan tugas pokok sebagaimana dlmal<sud pada ayat (1), Sub 

8agian Tata Usaha merr.punyai iungsi: 

a. pengelolaan surat menyurat can kearsipan; 

b. pengelolaan adminislrasi keuangan; 

c. pengelolaan administras, pertenglwpan oan kerumahtanggaan; 

o. pengelotaan administrasi kepegawaian: 

e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan; 

f. petaksanaan tugas·tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD. 

f1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok metaksanakan pengelolaan 

sura1 menyurat, urusan 1<euangan. rumah tangga dan pertengkapan, pengelo!aan 

administrasi kepegawaian. penyusunan rencana dan program kerja sarta 

pelaporan. 

.. 

Paragraf 2 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasat 9 

s rnerumuskan osrmasalahan dan upaya oemecananeva; 
1. mataxsanakan koordmasr dengan lnslansi 1erkal1 sesue.i de!lgan wilayah 

kerjanya; 

u, melakUkan hubungan kerja sama dengan untt kerja terkait; 

v. membuat laporan hasil petaksenaan tugas; 

w moraksanakan tugas kedir.asan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan, 



(1) Kelompok Jabatan Fungsional letdiri atas Jabatan Fungsional yang diatur 

beroasarxan peraturan petundang-undangan yang berlaku. 

!> Jems dan ;enjang jabaian tungsional sebagaimana !ersebut pada ayat (1), dfatur 

sesua, dengan peraluran perundang·undan,;an yang be~aku. 

Pasal 10 

Paragraf 3 

Kelompok Jabatan Fungsional 

~ m~'<an pe!ayanan keburuhan barang UPTO; 

memellllala serta mendayagunakan sarana dan prasarana: 

J. me1allsanakan pengumpulan, pengo!ahan data clan kea,s,pan: 

k meraksanakan adm,nistrasi barang inventaris: 

I. mengisi !embar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan 

sebagai bahan pertimb2ngar,; 

m. memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sewai dengan 

kebuluhan dan ketentuan; 

n. menglsi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat 

keluar; 

o. menviaokan tanoa terlma surat atau barang cstakan yang akan d:kirim; 

p. rnenyerahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedisi; 

Q. memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudah ditanda 

tangani sesuai alamat surat; 

t . menyusun dan menyirnpan surat atau barang inventarls ke dalam tempat 

yang sudah ditentukan sesuai dengan jenls dan sttatnya; 

s. menyiapkan berkas esutan kcnall<an pangkat, cuti, ijin I tugas belajar. gajl 

barkala dan pensiun: 

t. menyampaikan ir.formasi kepada pegawai di ling~··, ·an unit kerja UPTO 

yang akan mengajukan usutan kenaikan pangkat, cuti, ipn I tugas belajar, gaji 

barkala dan pensiun; 

u. mernbuat laporan absenSi harian. mingguan dan bulanan; 

v. menyusun laporan keuangan dan keg,atan UPTD; 

w. me!aksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; 

x. melacorkan h'asil pslaksenasn rugas kepada atasan, 



11) Kepala UPTO wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tvgas ~kok can 
fungsi11ya kepada Kepata Oinas. 

•2) Oalam penyarnpaikan laporan kepada atasan, lembusan laporan wajib 
disampai•an kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara ft:ngs<>nal 
IT'emptinya, hubungan kel)a. 

(3) Pengaturan mengena, Jenis taporan dan tata cara penyampaiannya ilerpedomar, 
kepada kelentuan peranean yang berlaku. 

Pasat 13 

Paragraf 3 
Pelaporan • - 

•; l Kepala UPTD bertar,ggung jawab kepada Kepala Dinas mefalui Sekrstarts Dinas. 
(21 Kepala UPTD menda_patkan ;iembinaan teknis operasional dari kepala bidang 

sesuai dengan bidang tugasnya 

Paragraf 2 
Hubt:ngan Ke~a 

Pasal 12 

(3) Kepala UPTD wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk 
pelaksanaan tugas serta _pengendalian kepada para pelaksana. 

11 Hal-hat yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPTD mo;:,pak.an S3tu kssanian 
yang lldak dapat dipisahkan. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya KepaJa UPTD, Kepafa Sub Bagian Tata Usaha, 
dan Kelompok Jabatan Fungslonal wajib menerapkan prir.slp koordrnasi. integrasi 
dan sinkronisasi. 

Pasal 11 

BAB V 
TATA KERJA 

Paragraf 1 
Umum 

s Ji.rn:~h ooa•:sana 1aoatan tJJngs,onal sebagaimana dimakSUd pa<:la aya, (1), 

o,ses.;a •an dengan kebutuhan can beban ke~a. 



Hal·hai yang t>eur> C\J<'lJP diatur dalam Peraturan ,ni sepanjang mengena' teknis 
, a:ossanaannya daaka' dan 1'.!13tapl<an lebih lanj<.1 oleh Kepala Oinas. 

Pasa1 17 

BAB 'Jiii 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pembiayaan UPTD bersumber dari A,nggaran Pendapatan dan Betanja Daerah 

:~&loupaten Bekasr 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 16 

(3) Ketentuan·ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasatkan peraturan 

perundang·undanga11 ye.ng oertaxu. 

I\ Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangka! clan diberhentikan 
oteh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

12: KE<pala UPTO wajib mstaksanakan pemtinaan pegawal sesu..i peratura~ 
~erundang·undangan yang berlaku. 

Pasal is 

BABVI 
KEPEGAWAIAN 

Oalam ha! Kapala UPTO berhalangan. Kepala UPTO dapat menunjuk Kepala SUb 

Bagian Tata Usaha. 
(2) Dalam ha! Kepala Sub Bagian Tara Usaha berhalangan, maka Kepala UPTO 

dapat div.-akili oleh Kelompok Jabatan FungsiOnal sesual dengan bidangnya. 

Pasal 14 

Paragral 4 

Hal Mewakili 



• /1 SEKRETARIS UPATEN BEKASI ..( / - 
~H.~IN 

B.ERITA OAERAH KABUPATEN BEKAS! TAHUN 201~ NOMOR 16 

, 

Diundangkan nl Cikarang Pusat 
pada tanggal 11 Mei 2015 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

ttd 

BUPATI BEKASI 

Dltetapkan di Cikarang Pusat 
oada tanggal 11 Mei 2015 

Agar setlap orang menget.ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ciengan 
penempatannya dalam Belita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pera1uran ini mulai bertaku sejak tanggal diundangkan. 

O..ngan be .. akUnya Peraturan ini segala ke!entuan yang mengatur haJ ya~ sama dan 
atau bertentangan dengan Pe,aturan ini dinyatakan ~dal< berlaku lagL 

Pasal 19 

Pasal 18 


